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PUTUSAN
Nomor 2469/Pdt.G/2022/PA.JB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta 23 April 1981, umur 41 tahun,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx xxxxxx, tempat
tinggal di ALAMAT PIHAK, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Garut 01 Januari 1988, umur 34 tahun,
agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxx Xxxxxx, tempat
tinggal di xx,, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang

berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27

Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat

dengan register perkara Nomor 2469/Pdt.G/2022/PA.JB tanggal 27 Juli 2022,

mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2016,
Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambora,
Kota Jakarta Barat, Provinsi DKl Jakarta, sesuai Kutipan Akta Nikah

Nomor :xx Tertanggal 1 Desember 2016;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2469/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, awalnya antara Penggugat dengan Tergugat tinggal

bersama di alamat ALAMAT PIHAK, Provinsi DKI Jakarta;

3. Bahwa Tergugat sebelum menikah adalah Janda memiliki anak 3

orang dan Tergugat statusnya Duda tanpa anak;

4, Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat

telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri, dan

belum di karuniai anak;

5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat

dengan Tergugat tidak berjalan dengan harmonisan sejak Desember

2016, disebabkan :

5.1.Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi percekcokan
karena apabila ada masalah kecil selalu dibesar-besarkan oleh
Tergugat dan sering mengatakan kata-kata cerai padahal antara
Penggugat dan Tergugat baru menikah;

5.2.Bahwa Tergugat gugat kalau marah suka mengeluh atau tidak ikhlas
kalau uangnya untiuk menafkahi anak Penggugat menurut Tergugat
buat apa kerja sampai ngoyo-ngoyo;

5.3.Bahwa Tergugat pinjam uang Bank BRI dan Grab Julo total
Rp.30.000.000,- Penggugat selalu dikejar-kejar hutangnya, Tergugat
tidak Tanggung jawab;

5.4.Bahwa Tergugat sering menjelek-jelekan Penggugat dan menceritakan
kepada teman-teman Penggugat di pangkalan ojek diwilayah Krendang
Street Food, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;

5.5.Bahwa pada tanggal 15 Juli 2022, Tergugat marahi anak Penggugat
didepan orang banyak didepan umum hingga membuat Penggugat
malu padahal masalah kecil dibuat masalah menjadi besar, akhirnya
antara penggugat terjadi percekcokan yang akhirnya Tergugat
kesetanan barang-barang dirumah dibanting-bantingin,termos dibanting
piring dibanting, Gekas dan semua barang yang ada dekatnya
dibanting, seperti orang kesetanan, kemudian Tergugan mengabil baju
mau pergi namun dihalang-halangi oleh Penggugat akan tetapi
Penggugat ditonjok kepalanya dan ditendang punggunya sampai
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terjatuh dan akhirnya minta tolong sama bibinya Penggugat dan
akhirnya bibinya tergugat dan kata bibinya Tergugat kalau ngk suka lagi
jangan di pukul labih baik diceraikan saja, dan dijawab oleh Tergugat ya
sudah segera urus perceraiannya;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat tersebut terakhir terjadi tanggal 15 Juli 2022,
Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan
Tergugat dan Penggugat memutuskan pisah kamar dan Tempat tidur
dengan maksud untuk berpisah dan mengurus perceraian karena sering
mengatakan cerai, yang akibatnya penggugat dan Tergugat sudah tidak
tinggal bersama serta antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi
berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa, akibat tersebut diatas Pengugat telah menderita lahir
bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap
Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk
melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat
berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat
adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat
telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19
PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar
dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Jakarta Barat segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
PRIMER
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba’'in sughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
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SUBSIDER
Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini
berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan,
sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain
untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil
dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh
sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan mediasi
karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang
isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xx atas nama Penggugat, dicatat dan
dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Barat, telah bermeterai
cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan
aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;

2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx tanggal 01 Desember 2016 atas
nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai
Pencatat Nikah KUA Tambora, Kota Jakarta Barat, telah bermeterai cukup
dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan
aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat
menghadirkan dua orang saksi, yaitu:

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx XXxXX
XXXXXX, tempat tinggal di KOTA JAKARTA BARAT,

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di
muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara
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perkara ini yang untuk mempersingkat putus pada pokoknya adalah

sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah bibi Penggugat;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan
telah menikah pada bulan Desember tahun 2016 dan belum di karuniai
anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan
harmonis namun sejak bulan Desember tahun 2016 sudah tidak rukun
lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat apabila ada masalah
kecil selalu dibesar-besarkan Tergugat marahi anak Penggugat
didepan orang banyak didepan umum hingga membuat Penggugat
malu, Tergugat sering berkata cerai kepada Penggugat, Tergugat
mempunyai hutang dibank tetapi tidak mau Tanggung jawab sehingga
Penggugat yang selalu dikejar dari hutang Tergugat, Tergugat sering
menjelek-jelekan Penggugat kepada teman Penggugat, dan Tergugat
melakukan kekerasan fisik meonjok dan menendang Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah pada bulan Juli
tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama
Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri
hingga sekarang;

- Bahwa sudah diadakan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat,
karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Xxxx XXXxxX,

bertempat tinggal di KOTA JAKARTA BARAT,;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut

agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai

berikut:
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- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan
telah menikah pada bulan Desember tahun 2016 dan belum di karuniai
anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan
harmonis namun sejak bulan Desember tahun 2016 sudah tidak rukun
lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat apabila ada masalah
kecil selalu dibesar-besarkan Tergugat pernah marahi anak Penggugat
didepan orang banyak didepan umum, Tergugat sering berkata cerai
kepada Penggugat, Tergugat mempunyai hutang dibank tetapi tidak
mau Tanggung jawab, Tergugat sering menjelek-jelekan Penggugat
kepada teman Penggugat, dan Tergugat melakukan kekerasan fisik
meonjok dan menendang Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah pada bulan Juli
tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama
hingga sekarang;

- Bahwa sudah diadakan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat,
karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat
menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan
kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai
dari Tergugat, selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun
lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini
selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan
dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita
acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian tidak terpisahkan dari

putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa
Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah KUA Tambora, Kota Jakarta Barat, sebagaimana ternyata dalam Kutipan
Akta Nikah Nomor 808/01/XI11/2016 tertanggal 01 Desember 2016; dan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat
memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana
diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan
perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam oleh karena itu
berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir
diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama
berwewenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat
kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa
perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih
dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam
perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak

menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga
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upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak
pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi
dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu
halangan yang sah, Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir,
berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi
sah Kartu Tanda Penduduk adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh
pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165
HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan
terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama
Jakarta Barat sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan
Agama Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi
sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat
yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR)
selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti
bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat
dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Penggugat
sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon
kepada Majelis Hakim agar menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan
mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat
gugatan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah
telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga
perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah menghadirkan saksi di persidangan sebagaimana yang dikehendaki
ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di
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muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara Penggugat dan
Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus
sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah
ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling
berkesesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga kesaksian
tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR, maka Majelis
berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi
dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi
di persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat. Dan keluarga Penggugat tersebut menyatakan
bahwa telah diupayakan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak
berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka
Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli
figih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz Il hal. 405 yang berbunyi:

Ao Vb 5o st fy ookl 266 o Sl U1 5 00

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian
tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis
berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin
lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk
melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum,
sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis hakim mengabulkan
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gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara

yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
ketentuan Hukum Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan,tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
hingga kini dihitung sejumlah Rp. 545.000 (lima ratus empat puluh lima ribu
rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 Masehi
bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1444 Hijriah oleh Drs. Muhammad
Syafi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H. dan Drs.
H. Rahmatullah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh
Ulfa Fouziyah, S.H.l. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
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Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H. Drs. Muhammad Syafi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Rahmatullah, M.H.
Panitera Pengganti,

Ulfa Fouziyah, S.H.l.
Rincian biaya:
1. Biaya Pendaftaran :  Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses :  Rp. 75.000,00
3. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
4. Biaya Panggilan : Rp. 400.000,00

5. Biaya Redaksi :  Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai :  Rp. 10.000,00
JUMLAH :  Rp. 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).
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